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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Jaminan fidusia yang disita oleh Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan sifat droit de 

suite (Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek 

Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada) yang 

dimiliki penerima fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan 

sesungguhnya dapat mengeksekusi benda jaminan yang ada di tangan 

Negara tersebut dan dengan adanya sifat droit de suite tersebut 

perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia tidak kehilangan 

haknya untuk menuntut pelunasan utang pemberi fidusia apabila 

pemberi fidusia wanprestasi. 

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia 

sehubungan dengan barang bukti jaminan fidusia yang disita oleh 

Negara adalah dengan mewajibkan kepada debitur supaya 

menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya, dan mewajibkan 

kepada debitur supaya melunasi hutangnya, hal ini dilakukan apabila 

debitur tidak bisa menyediakan jaminan pengganti, dan terlebih-lebih 

lagi bila debitur menurut penilaian perusahaan pembiayaan ada gelagat 

tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan pihak kreditur juga berhak 

memperoleh hak-haknya terhadap barang yang disita tersebut seperti 
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mengajukan pinjam pakai kepada penyidik, gugatan wanprestasi, 

menuntut secara pidana nasabah yang menyalahgunakan barang 

tersebut dan pemilik barang atau kreditur harus diberikan hak 

mengajukan ketidakabsahan penyitaan dengan Praperadilan. 

 

B. Saran 

1. Penyelesaian  atau  upaya  yang  efektif  bagi  kreditur  dalam perolehan 

kembali barang miliknya (status fidusia) yang dirampas dalam perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh debitur,  seharusnya  dalam  

persidangan  sebelum  putusan dijatuhkan, kreditur sebagai penerima 

jaminan fidusia yang dimana  hutangnya belum terselesaikan oleh pihak 

debitur terkait objek jaminan fidusianya yang disita atau dirampas oleh 

negara tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan niat dan 

tujuan berdasarkan asas itikad baik untuk memperoleh kembali barang 

miliknya.  

2. Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penerima 

fidusia (kreditur) yaitu dengan selektif terhadap debitur apabila hendak 

melakukan proses pembiayaan konsumen dan debitur pun diberikan 

penjelasan secara rinci mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga dengan demikian pemegang 

jaminan benar-benar memegang komitmen yang telah dibuat bersama 

dan tidak menggunakan barang jaminan untuk perbuatan melawan 

hukum.  
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